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Halaman 1 Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,

atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Utara telah dapat
melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga tercurah ruah

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Aga~p Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
Republik Indonesia memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan

pengawasan pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

1012/KPTA.W9-A/ST.PW1.1N/2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk Tim

Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terdiri dari 2 (dua) orang

hakim Tinggi, 2 (dua) Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan IT, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu dari
tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta

Utara menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan

seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memperbaiki dan

menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

KATA PENGANTAR

~\~~~~--------~;~)



Halaman 2 Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Utara

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Kesimpulan................................................................ 28

B. Saran/Rekomendasi..................................................... 29

PENUTUP 28BAB III

HA51L TEMUAN PEMERIK5AAN 8
A. Bidang Manajemen Peradilan 8

B. Bidang Administrasi Persidangan 11

C. Bidang Administrasi Perkara 13

D. Bidang Administrasi Umum 15

E. Kinerja dan Pelayanan Publik 22

BAB II

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3

B. Ruang Lingkup Pengawasan/Pemeriksaan 5

1. Bidang Manajemen Peradilan

2. Bidang Administrasi Persidangan

3. Bidang Administrasi Perkara

4. Bidang Administrasi Umum

5. Kinerja dan Pelayanan Publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan 5

D. Metodologi Pengawasan 6

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan 6

3PENDAHULUAN .BAB I

Kata Pengantar

Daftar lsi

DAFTAR 151



PENDAHULUAN
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 tentang

Prosedure Mediasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Penegakan Oisiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Badan Peradilan Oi bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Oi Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Oi Bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Oi Bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun

2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

BABI

PENDAHULUAN



Halaman 4 Hasil Pengawasan Pengadilan Agama jakarta Utara

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993

tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan tata Kerja Serta

Pejabat Kepaniteraan;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pemungutan Biaya Perkara;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Penangan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II (Edisi

Revisi tahun 2013) tentang Pola Pembinaan dan Pengedalian Administrasi;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

080/KMA/SKNIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal

23 Januari 2019, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya;

16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, khususnya Pasal 10

ayat (1) huruf ajo Pasal3 ayat (1) dan (2);

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

KMAl080/SKNIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;

19. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II (Edisi

Revisi tahun 2013);
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1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan

benar;

c. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

1. Bidang Manajemen Peradilan

2. Bidang Administrasi Perkara

3. Bidang Administrasi Persidangan

4. Bidang Administrasi Umum

a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan

c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5. Kinerja dan Pelayanan Publik

B. RUANG LlNGKUP PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

PenugasanTim Pengawaspada PengadilanAgama JakartaUtara.

Nomor

tentang

Jakarta,

2024,
Agama

20 Mei

Tinggi

tanggal

24.Surat Tugas Ketua Pengadilan

1012/KPTA.W9-AlST.PW1.1NI2024

20. Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

21. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.1294/DJA/HK.00.6/SK/2018,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

22. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

Nomor 424/DJAlHM.001ll12019, tanggal 11 Februari 2019, tentang

Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara

Elektronik Pada Pengadilan Agama;

23. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
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1. Nama H.Sunarto,S.H., M.H.
NIP 195805051978031002
PangkatlGol.Ruang PembinaUtama(IV/e)
JabatanlTugas HakimUtama(KetuaTim)
Unit Kerja PengadilanTinggiAgama Jakarta

2. Nama Ora. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H.
NIP 196112311983032017

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
1012/KPTA.W9-A/ST.PW1.1N/2024 tanggal 20 Mei 2024, tentang PenugasanTim

PengawasOaerah pada PengadilanAgama Jakarta Utara yang dilaksanakanselama

3 (tiga) hari, mulai tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024 oleh Tim Pengawas Oaerah

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Memeriksa dokumen;

2. Melakukan wawancara;

3. Melakukan konfirmasi;

4. Melakukan observasi;

5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik;

O. METODOLOGI PENGAWASAN.

2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi

Persidangan;

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian

dan perpustakaan);

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan

Barang Milik Negara (BMN);
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PangkatlGol. Ruang Pembina Utama (IV/e)

JabatanfT ugas Hakim Utama (Anggota)

Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

3. Nama Subeno Trio Leksono, S.H., M.M

NIP 196607101994031002

PangkatlGol. Ruang Pembina Utama (IV/b)

JabatanfTugas Panitera Pengganti (Sekretaris)

Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

4. Nama Nastiti Dewi, S.H.

NIP 196808141993032005

PangkatlGol. Ruang Penata Tk I (III/d)

JabatanfTugas Panitera Pengganti (Anggota)

Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

5. Nama Yulita Fitri Hartaty, S.E.

NIP 198307222009042007

PangkatlGol. Ruang Penata Tk I (III/d)

JabatanfTugas Kasubbag Kepegawaian dan TI (Anggota)

Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



BASIL P£M£RIKSAAN



Halaman 8 Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Sebagaimana disebutkan pada ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan

yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta, adalah Pemeriksaan Bidang Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi
Persidangan, Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Umum serta

Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik, maka laporan yang disampaikan pada
bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat

mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama

Jakarta Utara, namun karena Surat Keputusan Tugas Pengawasan pada

Pengadilan Agama Jakarta Utara telah ditetapkan pula bidang-bidang yang

menjadi tugas masing-masing pengawas, maka pengawas melaksanakan

tugasnya sesuai dengan kesepakatan Tim yakni H. Sunarto, S.H., M.H. dibidang

Manajemen Peradilan, Ora. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H. dibidang Administrasi

Persidangan, Nastiti Oewi, S.H. dibidang Administrasi Perkara, Subeno Trio
Leksono, S.H., M.M. dan Yulita Fitri Hartaty, S.E. melakukan tugas dibidang

AdministrasiUmumserta kinerjadan PelayananPublik.

Bentuk penyajian laporan hasil pengawasan disampaikan dengan

menampilkanhasil pemeriksaanyang dilakukan oleh masing-masing pemeriksayang
menjaditugas pengawasannya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Bidang Manajemen Peradilan
1. Kondisi

- Laporan Hasil Pengawasan Bidang Hakim yang dibuat oleh Hakim

kepada koordinator Pengawasan Bidang sudah dilakukan secara

elektronik (dengan aplikasi Hawasbid), namun dalam pelaporan tersebut

memakai format, uraian tugas pengawasan, objek pengawasan,
kondisiltemuan, sebab, akibat, rekomendasi, keterangan yang

BAB"
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN
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seharusnya kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi.

- Kriteria

Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2009, Mahkamah

Agung Republik Indonesia, Halaman 56.

- Sebab

Kurang memahami peraturan dalam membuat pelaporan.

- Akibat

Tidak sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuatan pelaporan.

- Rekomendasi

Dalam membuat laporan hasil pengawasan bidang pada masa yang akan

datang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kondisi

- Dalam pelaksanaan rapat harus ada eviden, surat undangan, daftar hadir

peserta rapat, notulen dan foto pada saat melaksanakan rapat, masih

ditemukan surat undangan dan notulen yang belum ditanda tangani oleh

Ketua.

- Kriteria

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

145/KMAlSKlV11I2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang

Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

• Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2009, Mahkamah

Agung Republik Indonesia, halaman 57.

• Pasal 84, 85, 86, 87, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

- Sebab

Kurang teliti dalam membuat dokumentasi.

- Akibat

Tidak sempurna dalam membuat dokumen dan meragukan keasliannya.
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- Rekomendasi

Untuk yang akan datang agar diperhatikan pembuatan dokumen yang

akan didokumentasikan/diarsipkan.

3. Kondisi

- Dalam mendokumentasikan hasil rapat disimpan dibagian Kepaniteraan

dan Kesekretariatan, hard copynya telah disusun secara kronologis dan

diberi sekat dengan warna yang berbeda setiap bulannya, namun belum

ditulis pada sekat tersebut tanggal berapa rapat dilaksanakan dan topik

apa yang dibahas dalam rapat.

- Kriteria

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

145/KMAISKNII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang

Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

• Buku IV lata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2009, Mahkamah

Agung Republik Indonesia, halaman 57.

• Pasal 137 Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman

Umum lata Naskah Dinas.

- Sebab

Petugas kurang terampil dalam mengelola pengarsipan surat yang

berkaitan dengan hasil rapat secara efisien dan efektif

- Akibat

Bila mencari surat yang berkaitan dengan hasil rapat tidak bisa ditemukan

dalam waktu singkat

- Rekomendasi

Untuk yang masa yang akan datang perlu diperbaiki dengan menambah

daftar isi yang dituliskan pada sekat per bulan dengan mencantumkan

tanggal rapat dilaksanakan dan topik apa yang dibahas dalam rapat.
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B. Bidang Administrasi Persidangan

1. Perkara Nomor 250/Pdt.P/2024/PAJU, tanggal 5 Maret 2024.
Perkara Cerai Talak.

- Kondisi

Pada persidangan lanjutan yaitu pada tanggal 13 Februari 2024, terjadi
pergantian Majelis Hakim, pada persidangan tersebut Majelis Hakim yang

baru langsung membacakan Penetapan, tanpa ada penjelasan kepada

para pihak tentang adanya pergantian Susunan Majelis Hakim, dan

pernyataan bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil pemeriksaan
Majelis Hakim sebelumnya dan pernyataan menerima hasil pemeriksaan

tersebut tidak ada termuat dalam Berita acara Persidangan
- Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku " Angka I
Teknis Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah angka 10-

11 Pelaksanaan Persidangan. Jika Ketua Majelis Berhalangan ,

persidangan dibuka oleh Hakim Anggota yang senior untuk menunda

persidangan, Jika Salah seorang Hakim anggota berhalangan, diganti

oleh Hakim lain yang ditunjuk oleh oleh Ketua Pengadilanl Mahkama

Syar'iyah dengan PMH baru, penggatian Hakim Anggota harus dicatat
dalam berita acara persidangan dan buku register perkara;

- Sebab

Ketika terjadi pergantian Majelis Hakim yang menangangi perkara, dan
pemeriksaan perkara telah selesai, maka disamping ada Penunjukan
PMH baru, juga harus dimuat penjelasan di dalam BAS alasan pergantian

Majelis Hakim tersebut, dan statemen bahwa Majelis Hakim yang baru,

menerima hasil pemeriksaan Majelis Hakim sebelumnya.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam persidangan

dan memeriksa berkas Perkara yang hendak diminutasi.
- Akibat

Berkas telah diminutasi dan ditandatangani ketua Majelis, namun ada

Berita acara persidangan yang harus dilengkapi dengan adanya
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Panitera Pengganti untuk selalu mengimput kondisi perkara dalam

register perkara :

• Untuk pemeriksaan berkas lainnya supaya dipedomani.

3. Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA JU, tanggal16 Mei 2024

- Kondisi

1. Pada alat bukti tertulis tidak dibubuhi keterangan "telah dicocokan

mengingatkan

2. • Perkara Nomor 900/Pdt.P/2024/PAJU, tanggal 14 Mei 2024 Cerai

talak.

• Perkara Nomor 825 /Pdt.G/2024/PAJU tanggal 6 Mei 2024. Cerai

Gugat.

- Kondisi

Perkara ini masih perkara berjalan adalah perkara cerai talak dan Cerai

Gugat akan tetapi penundaan sidang tidak di Input dalam register.

- Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku " Angka I

Teknis Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah angka 3

Pelaksanaan Register Perkara, Bahwa Buku Register Induk Perkara

memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi,

Peninjauan Kembali dan eksekusi;

- Sebab

Majelis Hakim kurang fokus dalam mempersiapkan pemeriksaan Berkas

perkara.

- Akibat

Berkas perkara harus lengkap.

- Rekomendasi

• Bahwa setelah persidangan Majelis harus selalu

pergantian Hakim.

- Rekomendasi

Berkas tersebut segera dilengkapi narasinya bahwa adanya pergantian

Hakim, dan untuk pemeriksaan berkas lainnya harus lebih korektif.
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dengan aslinya" cocok atau tidak.

2. Padahal tidak semua alat bukti sama keterangannya. Bukti P.1, dalam

BAS telah dibuat pernyataan "telah dicocokan dengan aslinya dan

ternyata sesuai, sementara P.2 "tidak dibubuhi keterangan telah

dicocokkan dgn aslinya apakah cocok atau tidak sesuai dengan

aslinya.

3. Keterangan dua orang saksi sama persis, padahal uraian dalam Berita

Acara Sidang itu bersifat dialog langsung (direct).

- Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Angka I

Teknis Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Tentang

Pembuktian jo. Pasal172 HIR.

- Sebab

1. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam memeriksa

berkas yang hendak diminutasi.

2. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum persidangan

dilaksanakan, tidak mempersiapkan daftar pertanyaan untuk saksi­

saksi.

- Akibat

1. Berkas telah terminutasi, namun masih ada dokumen yang tidak

lengkap.

2. Keterangan dua orang saksi sama persis.

- Rekomendasi

1. Sebelum persidangan dilangsungkan, hendaknya Majelis Hakim

mempersiapkan daftar pertanyaan untuk saksi-saksi.

2. Untuk pemeriksaan perkara lainnya, hendaknya dipersiapkan lebih

baik.

C Bidang Administrasi Perkara
1. Pembuatan Putusan

- Kondisi

Pembuatan putusan belum seragam dan belum mengikuti pedoman
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penulisan berdasarkan Kaidah Bahasa Indonesia dan Template Putusan.

- Kriteria

Putusan adalah semua karya ilmiah dan dokumen resmi negara, maka

harus mempedomani, sebagai berikut:

• Pasal 27 dan Pasal 35 (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

• SK KMA Nomor 359/KMAlSKlXII/2022 tentang Template dan

Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah

Mahkamah Agung.

• Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- Sebab

Belum adanya sosialisasi secara menyeluruh dan pemahaman yang

sama.

- Akibat

Akan dijumpai ragam penulisan putusan.

- Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait KMA Nomor

359/KMAlSKlXII/2022 dan PUEBI.

2. Pembayaran Melalui Bank pada PTSP

- Kondisi

Di dalam PTSP terdapat loket bank, namun tidak dijumpai petugas bank,

sehingga para pencari keadilan melakukan transaksi (pembayaran)

melalui kasir, lalu kasir melalui tenaga honorer menyetor ke bank

terdekat.

- Kriteria

• Pasal 23 Keputusan DirektoratJenderal Badan PeradilanAgama Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1403.bIDJAISKlOT.01.3/812018 tentang

PedomanPelayananTerpaduSatu Pintudi LingkunganPeradilanAgama.
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- Kriteria

• Keputusan Oirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

D. Bidang Adrninistrasi Urnurn

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Visual Kepegawaian

- Kondisi

Papan visual kepegawaian sudah menggunakan TV media namun
informasi yang disajikan tidak update, masih menggunakan data tahun
2023.

• PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya

Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di Mahkamah Agung secara

elektronik Pasal 6.

• SK KMA Nomor KMAl32/SKlIV2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I,

Huruf A, Angka 1.

• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

• SK KMA 363/SKlX11/2022, Juknis Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik Angka VII, Huruf B, Angka 3 Huruf c (hal 55).

• SK Oirjen Badilag No. 056/0JAlHKlSKl1/2020, Tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara

Elektronik, Bab IV, Huruf 0, Angka 3.
- Sebab

Bank tidak mengirimkan petugasnya pada loket tersebut karena

rekening RPL PAJU pada BSI Cempaka Putih sedangkan PAJU

melakukan MOU dengan BSI Rawamangun.
- Akibat

Terdapat tupoksi yang tidak sesuai dengan SOP.
- Rekomendasi

Agar PAJU segera melakukan MOU dengan bank, dimana rekening RPL
PAJU dikeluarkan.
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3. Data e-Doc pada Aplikasi SIKEP
- Kondisi

Data e-Doc pada aplikasi SIKEP belum 100%

- Kriteria

Agung RI Nomor 0017/DJ.AlSKN11/2011 tentang Pedoman Pelayanan

meja informasi di lingkungan Peradilan Agama;

• Adanya papan visual kepegawaian/media sebagai informasi bagi

seluruh pegawai di pengadilan Agama.

- Sebab
Kurangnya perhatian dan kordinasi.

- Akibat

Informasi yang disajikan tidak teruptodate.

- Rekomendasi
Tampilkan data terbaru agar informasi yang disajikan uptodate.

2. SKP Triwulan I Tahun 2024 pada Aplikasi SIKEP

- Kondisi

Masih ada beberapa pegawai, SKP triwulan I tahun 2024 belum diupload

pada aplikasi SIKEP.

- Kriteria

• SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMAlSKlIII/2019 tentang

Pemberlakuan Aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya;

• Penilaian kinerja satker.

- Sebab
Data sudah di scan hanya lupa diupload

- Akibat

Data tidak valid dan akurat serta mempengaruhi penilaian kinerja satker

- Rekomendasi

Segera upload data yang sudah di scan, karena dapat mempengaruhi

penilaian kinerja satker
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• SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMAlSKlIII/2019 tentang

Pemberlakuan Aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya

• Penilaian kinerja satker

- Sebab

Tidak melakukan pengecekan rutin pada menu monitoring.

- Akibat

Data tidak valid dan akurat serta mempengaruhi penilaian kinerja satker.

- Rekomendasi

Lakukan pengecekan rutin pada menu Monitoring Kepeg pada aplikasi

SIKEP sehingga data SIKEP dan e-Doc 100%.

4. Cuti Pegawai

- Kondisi

Pada Pengadilan Agama Jakarta Utara terdapat Panitera Pengganti yang

sedang sakit a.n. Tratna Dewi, sakit mulai tanggal 18 Maret 2023 sampai

dengan sekarang, namun belum dibuatkan surat cuti sakit.

- Kriteria

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

Negara;

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2020

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

• Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas

Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

• Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
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Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Barang Milik Negara
- Kondisi

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara berupa HP Android, alat

bantu dengar, laptop, kendaraan dinas roda dua masih ada yang atas

nama PPNPN.

- Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Sebab

Yang bersangkutan sampai saat ini belum masuk kantor.

- Akibat

Tidak tertib administrasi Kepegawaian.

- Rekomendasi

Agar pengelola kepegawaian melengkapi surat Cuti Sakit yang

bersangkutan, pada kolom tanda tangan yang bersangkutan jika memang

yang bersangkutan tidak bisa/tidak dimungkinkan tanda tangan cukup

TTD saja, dengan tetap ditandatangani oleh atasan langsung dan Ketua.

5. Analisis Kebutuhan Diklat

- Kondisi

Analisis kebutuhan diklat tahun 2024 belum dibuat.

- Kriteria

• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri;

• PMPZI Mahkamah Agung.

- Sebab

Kurangnya perhatian.

- Rekomendasi

Buat analisis kebutuhan diklat tahun 2024.
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- Sebab

Masih kurangnya pemahaman.

- Akibat

Apabila terjadi kerusakan atau hilang terhadap Barang Milik Negara

tersebut tidak dapat dimintakan ganti rugi atau TGR.

- Rekomendasi

Agar Kuasa Pengguna Barang segera merubah surat ijin penggunaan

Barang Milik Negara dengan yang Pegawai Negeri Sipil.

2. Kondisi

Terdapat Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 2

(dua) Sepeda Motor, jenis kendaraan Honda GL Pro III tahun 2005

dalam keadaan rusak berat, namun belum diusulkan penghapusan.

- Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.06/2016

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang

Milik Negara.

- Sebab

Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) Sepeda

Motor, jenis kendaraan Honda GL Pro III tahun 2005 sudah tidak dapat

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan lagi.

- Akibat

Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) Sepeda

Motor, jenis kendaraan Honda GL Pro III tahun 2005 sudah tidak dapat

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan lagi.

- Rekomendasi

Mengajukan usulan penghapusan dengan berpedoman kepada Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik

Negara.
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3. Kondisi

- Terdapat kesalahan tulis/ketik pada Surat Ijin Penggunaan Barang Milik

Negara berupa Laptop, NUP 28 yang dicoret merkltypenya tanpa ada

keterangan sama sekali.

- Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Sebab

Terjadi keraguan terhadap kepastian kebenaran merk barang tersebut.

- Akibat

Kesesuaian antara merek/jenis yang ada pada Barang Milik Negara

(laptop) dengan yang ada di Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

menjadi diragukan kebenarannya.
- Rekomendasi

Perbaiki Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara sehingga kevalidan
datanya menjadi jelas dan hindari pencoretan yang tidak perlu.

4. Daftar Barang Ruangan (DBR)
- Kondisi

Daftar Barang Ruangan (DBR) di ruang Mediasi sudah dibuat, namun

masih ada barang yang tidak sesuai jumlah barang yang ada diruangan

dengan daftar inventaris barang yang di catat.

- Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Sebab

Belum dilakukan pembaharuan pada Daftar Barang Ruangan tersebut.
- Akibat

Tidak sesuai antara Barang yang ada pada ruangan dengan yang
tercatat dalam DBR.
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Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Program Kerja, Rencana Strategius (Renstra) dan Indikator Kinerja

Utama (IKU)

- Kondisi

Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menetapkan Program Kerja,

Reviu Rencana Strategis dan Reviu Indikator Kinerja Utama, tetapi belum

disosialisasikan secara khusus kepada seluruh Aparatur Pengadilan

Agama Jakarta Utara.

- Kriteria

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

173/SEKlSKl1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama.

- Sebab

Hanya dilakukan kepada sebagian pegawai.

- Akibat

Tidak semua aparatur Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memahami

Program Kerja, Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah
ditetapkan.

- Rekomendasi
Perlu diadakan sosialisasi khusus tentang Program Kerja, Renstra dan

Indikator Kinerja Utama agar dipahami dan dijadikan dasar untuk

pelaksanaan kegiatan seluruh aparatur Pengadilan Agama Jakarta Utara.

- Rekomendasi

Agar segera melakukan pembaharuan DBR.
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E. Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik
1. Kondisi
- Tersedia Daftar Mediator di dalam ruang sidang yang mudah terbaca oleh

para pihak, namun belum tersedia Daftar Mediator yang diletakan di

depan pintu masuk ruang sidang.

- Kriteria
Surat Direktur Jenderal 8adan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

2. Website

- Kondisi

Dalam Website Pengadilan Agama Jakarta Utara ada yang belum update.

- Kriteria

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

• Surat Direktur Jenderal 8adan Peradilan Agama Nomor

4060/DjAlHM.02.3/12/2020 tentang Pemberlakuan Sistem Integrasi

Penilaian Website Peradilan Agama.

• Kriteria Penilaian Pengelolaan Website Peradilan Agama.

- Sebab

Kurangnya kordinasi antara sub bagian dengan pengelola website untuk

melakukan update konten website.
- Akibat

lsi konten website menjadi tidak update dan dapat mempengaruhi

penilaian Website.

- Rekomendasi
Agar dilakukan update konten website secara rutin dan disesuaikan

dengan kriteria penilaian dari 8adilag. Dan kepada sub bagian terkait

untuk segera memberikan data-data yang dibutuhkan setiap bulannya

atau setiap ada perubahan kepada pengelola website.
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2. Kondisi

- Telah tersedia alat pendingin ruangan (AC) di dalam ruang sidang utama

dan ruang lainnya yang membuat nyaman para pegawai yang bekerja

dan para pihak dalam mengikuti persidangan, namun pemasangan kabel
ke stopkontak masih belum rapi sehingga terkesan tidak rapi/kumuh.

- Kriteria

Surat Oirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Nomor 5538/0jAlHK.05/X1/2019 tanggal 11 November 2019 tentang
Standarisasi Ruang Sidang.

- Sebab

Pada waktu pemasangan seharusnya dikontrol dan diawasi oleh

bagian/sub bagian yang terkait sehingga hasilnya rapi dan bagus

- Akibat

Belum terpenuhinya Surat Oirektur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor 5538/0jAlHK.05/X1/2019 tanggal 11

November 2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang.
- Rekomendasi

Merapikan kembali pemasangan alat pendingin (AC) yang masih kurang

Nomor 5538/0jAlHK.05/X1/2019 tanggal 11 November 2019 tentang

Standarisasi Ruang Sidang.

- Sebab
Belum dibuat Oaftar Mediator yang diletakkan di depan pintu masuk

ruang sidang .

- Akibat
Belum terpenuhinya Surat Oirektur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor 5538/0jAlHK.05/X1I2019 tanggal 11
November 2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang.

- Rekomendasi

Membuat lagi Oaftar Mediator dan memasangnya di depan pintu masuk
ruang sidang.
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4. Kondisi

- Pada Website Pengadilan Agama Jakarta Utara telah tersedia ringkasan
informasi tentang Laporan akses informasi tahun 2024, hanya saja

rapi, sehingga tidak lagi terkesan kumuh dan terlihat bersih serta rapi.

3. Kondisi

- Pada Website Pengadilan Agama Jakarta Utara telah tersedia ringkasan

informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

oleh Satker serta sebagai penanggung jawab program dan kegiatan juga

sudah jelas namanya hanya saja belum dilengkapi dengan nomor telepon

dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
- Kriteria

Surat Keputusan Oirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI Nomor 003.a/0JAISKl1/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan

Agama.

- Sebab
Kurang telitinya petugas dalam membaca detail Surat Keputusan Oirektur

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor

003.a/0JAISKl1/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

sehingga ada yang terlupakan.
- Akibat

Informasi yang disajikan dalam website di Pengadilan Jakarta Utara

masih belum lengkap.

- Rekomendasi
Untuk segera dilengkapi kekurangan datanya sebagaimana perintah

Surat Keputusan Oirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI Nomor 003.a/0JAISKl1I2015 tanggal 15 Januari 2015

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Websait di Lingkungan

Peradilan Agama.
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pengisiannya baru sampai bulan Maret 2024 sedangkan untuk bulan April

2024 masih kosong.

- Kriteria

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI Nomor 003.a/DJAISK/1I2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Websait di Lingkungan Peradilan

Agama.

- Sebab

Kurang telitinya/lalainya petugas dalam mengupload data ke dalam
Website Pengadilan Agama Jakarta Utara.

- Akibat
Informasi tentang ringkasan laporan akses informasi menjadi kurang

lengkap.
- Rekomendasi

Memberikan pembinaan kepada petugas yang terkait agar disiplin dalam

mengupdate data pada Website Pengadilan Agama Jakarta Utara.

5. Kondisi

- Belum adanya alat pendeteksi logam (metal detector) yang digunakan

untuk memeriksa para pihak/kuasa hukum dan pengunjung sebelum

masuk ruang sidang.
- Kriteria

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Nomor 5538/DjAlHK.05/X1/2019 tanggal 11 November 2019 tentang

Standarisasi Ruang Sidang.

- Sebab

Akan membahayakan terhadap keamanan Hakim dan Paniter/Penitera

Pengganti yanfg sedangan menyidangkan perkara dalam ruang sidang

apabila kedapatan para pihak/kuasa hukum dan pengunjung membawa

senjata tajam atau barang lain yang membahayakan.
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- Akibat

Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengancam keselamatan

Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang sedang menyidangkan

perkara dalam ruang sidang.

- Rekomendasi

Diadakan pengadaan alat pendeteksi logam (Metal detector) sebagai

langkah preventif untuk keamanan di ruang sidang.

6. Kondisi

- Website Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah bisa diakses dengan

mudah oleh masyarakat pencari keadilan, namun bagi masyarakat

pencari keadilan penyandang difabilitas yang tidak bisa melihat masih

belum bisa mengaksesnya.

- Kriteria

1. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

RI, Nomor 2078/DJAlHK.OO/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Agama.

2. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

RI, Nomor 003.a/DJAlSK/1I2015 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama.

- Sebab

Website Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum menggunakan aplikasi
yang memungkinkan penyandang difabilitas yang tidak bisa melihat
dapat mengaksesnya dengan mudah dan nyaman.

- Akibat

Kaum penyandang difabilitas yang tidak bisa melihat belum bisa
mengakses dan menggali informasi yang terdapat pada Website

Pengadilan Agama Jakarta Utara.

- Rekomendasi

Dilengkapi dan disempunakan lagi dengan aplikasi yang memungkinkan
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penyandang difabilitas yang tidak bisa melihat dapat mengaksesnya

dengan mudah dan nyaman.

7. Kondisi

- Kondisi ruangan-ruangan yang ada di gedung Pengadilan Agama Jakarta

Utara sudah bagus, bersih, wangi, indah dan nyaman, hanya saja ada

beberapa wallpaper yang ada di beberapa ruangan yang kondisinya

sudah agak kusam dan terkelupas.

- Kriteria

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

026/KMAlSKl11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- Sebab

Kurangnya kontrol dan perhatian dari pejabat yang terkait dengan

pemeliharaan gedung.

- Akibat

Keindahan, kebersihan dan kenyamanan menjadi kurang optimal.

- Rekomendasi

Segera melakukan perawatan terhadap hal tersebut agar keindahan,

kebersihan dan kenyamanan kantor tetap optimal.



P£NUTUP
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Berdasarkan uraian hasil temuan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pengadilan Agama Jakarta Utara secara umum telah melaksanakan tugas
dan fungsinya di bidang Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi

Persidangan, Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Umum

serta Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik dengan baik dan hanya

diperlukan beberapa perbaikan saja sebagai upaya penyempurnaan..

2. Pada Bidang Manajemen Peradilan terkait dalam pembuatan laporan hasil

pengawasan bidang Hakim Pengawas Daerah harus berpedoman kepada

peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaan rapat semua eviden juga

harus lengkap baik itu surat undangan, daftar hadir peserta rapat dan lain­

lain.

3. Pada Bidang Administrasi Persidangan perlu adanya peningkatkan

kemampuan terhadap para hakim dan panitera pengganti dalam
menangani perkara melalui pembinaan, DDTK atau yang lainnya sehingga

produk produk yang dihasilkan dari Administrasi perkara semakin baik dan
berkualitas.

4. Pada Bidang Administrasi Perkara perlu dilakukan pembinaan dan

sosialisasi terkait KMA Nomor 359/KMAlSKlXII/2022 dan PUEBI, sehingga

tidak akan dijumpai ragam dalam penulisan/pengetikan putusan.

5. Pada Bidang Bidang Administrasi Umum yang meliputi, Kepegawaian,

Keuangan, Umum, Perencanaan, Teknologi Informasi, Pelaporan dan

Umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, namun
masih perlu diperlukan beberapa pembenahan dan tidak lanjut sehingga

fungsi sebagai Supporting unit akan lebih optimal

A. KESIMPULAN

BAB III

PENUTU P
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Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Tim Pengawas

pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terhadap Pengadilan Agama Jakarta

1. Pengawasan bidang di Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah berjalan

dengan baik dan terus dipertahankan, hanya form pelaporan Hakim

Pengawas Bidang perlu diperbaiki.

2. Perlu review kembali kepada Hakim dan Panitera Pengganti tentang

administrasi persidangan dalam pengelolaan untuk kesempurnaan
pembuatan dokumen yang baik dan benar yang terkumpul dalam berkas

perkara.

3. Meningkatkan kembali fungsi Hawasbid yang sudah baik agar menjadi

lebih baik lagi, untuk melaksanakan pengawasan secara berkala sesuai

bidangnya serta melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

4. Mempedomani seluruh aturan/regulasi kinerja di bidang tugas dan fungsi

masing-masing bidang secara baik, teliti, cermat dan seksama sehingga
akan menghasilkan hasil kinerja yang yang berkualitas, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menindak lanjuti semua hasil temuan pemeriksaan dan melaksanakan

semua rekomendasi dari Tim Pemeriksa sebagaimana yang tertuang dan
diuraikan dalam kontrak kinerja dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan.

B. REKOMENDASI

6. Pada bidang Kinerja dan Pelayanan Publik perlu dilakukan pembinaan,

DDTK, rapat rapat dan sebagainya terhadap pemahaman regulasi yang

mengatur kinerja dan pelayanan publik sehingga kinerja dan pelayanan

publik bisa berjalan optimal.



Halaman 30 Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Utara

( A'L ..»-:
5 '::~ .AnggotaYulita Fitri Hartaty, S.E.

4 .AnggotaNastiti Dewi, S.H..

SekretarisSubeno Trio Leksono, S.H., M.H..

AnggotaDra. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H.

1. . .Ketua TimH.Sunarto,S.H., M.H.

Tim Pemeriksa:

Jakarta, 30 Mei 2024

Terima kasih.

Utara pada tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024 yang kami susun, dengan harapan

dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara.



KONTRAK KINERJA



1. H. Sunarto, S.H.,M.H. (Ketua Tim)
2. Ora Hj. Syamsidar, S.H.,M.H. (Anggota)
3. Subeno Trio Leksono, S.H.,M.H. (Sekretaris)
4. Nastiti Oewi, S.H. (Anggota)
5. Yulita Fitri Hartaty, S.E. (Anggota)

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGADILAN AGAMA JAKARTA JAKARTA UTARA
TANGGAL 28 s.d 30 MEl 2024

PADA

KONTRAK KINERJA

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2024



Akan menindaklanjuti Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh

Tim Pembinaan dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana

terlampir paling lambat dalam waktu satu bulan atau pada tanggal 30 Juni 2024 dan

melaporkan secara formal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan

disertai bukti dukung.

Demikian, kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

: Dr. Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H.,M.H.
: 19681002 199403 1 004
: Pembina Utama Madya (IV/d)
: Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Nama
NIP
PangkatlGol. Ruang
Jabatan

Berdasarkan Hasil Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta

Utarayangdilaksanakantanggal28 - 30 Mei2024, kamiyang bertandatangandi bawah ini :

KONTRAK KINERJA
TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2024

01 PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jalan Radin Inten II, No.3, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440

Telp. 86902313-86903183 Fax. 86902314
http.//www.pta-jakarta.go.id. email ptajakarta2007@yahoo.co.id



LAMP IRSAN



Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan surat tugas ini
dibebankan pada OIPA04 PengadilanTinggi Agama Jakartatahun
anggaran 2024.

Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Jakarta Utara pada hari Selasa s.d. Kamis tanggal 28
s.d. 30 Mei 2024.

Untuk

AnggotaYULITA FITRI HARTATY, S.E.
NIP. 198307222009042007

Kepala Sub
Bagian

Kepegawaian dan
TI

Penata Tk.l
(III/d)

Anggota4. Panitera
Pengganti

Penata Tk.1
(III/d)

NASTITI DEWI, S.H.
NIP.196808141993032005

3. ~~pB~~6~~~I~~;4~~~~0~' S.H., M.M. :ke~~~~~) :aniterar Sekretarisj---t---. -+-__ ' __ --+-__ e_n_9_ga_n_'_-+- --I

Ketua Tim

Hakim Tin99iDra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.
NIP.1961123119830320172.

Pembina
Utama
(IV/e)

1.

Anqota

Hakim TinggiH. SUNARTO, S.H., M.H.
NIP.195805051978031002

Pembina
Utama
(IV/e)

";'-:,:'._";;-.,";:- . ",..,..,:>-;""

NO

MENUGASKAN:

Dasar Hukum

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta Nomor 167/KPTAW9-
AlSK.PW1.111/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Penunjukan
Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, perlu ditunjuk
Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta untukmelaksanakantugas dimaksud;
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
167/KPTA W9-AlSK.PW1.11112024 tanggal 2 Januari 2024

Menimbang

SURATTUGAS
Nomor : 101.2. IKPTAW9-AlST.PW1.1NI2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
/[:,:'--~~'l'~t\DIREKTORAT JENDERAL BADANPERADILAN AGAMA
;~"(~~{~,. PENGADILAN TINGGI AGAMAJAKARTA

JL. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWlT JAKARTA TIMUR
Telp. : 86902313 Fax : 86902314 KodePos : 13440

Website: www.pta-jakarta.gojd Email: ptajakarta2007@yahoo.co.id



Jakarta Utara

2. Anggota Tim Pemeriksa

YUlitaF~
NIP. 198307222009042007

H.Sunarto,SH,MH
NIP. 195805051978031002

1. Ketua Tim Pemeriksa=>:

Dr. Drs. M. Fauzi Ardi, .H.,M.H.
NIP. 19681002.199403.1.004

Pemegang Kas
Bendahara Pengeluaran,

CYk~
Aprilinda Rm(a(ihina, SE
NIP. 198904212019032012

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rp. -
Rp. 15.818.600.-

600,-Rp.Jumlah

Rp.15.818.000.­
Rp.
Rp. 500.-
Rp.
Rp. 100.-

Jumlah
Keping
Keping
Keping
Keping

o
1
o
1

Rp. 15.800.000.­
Rp.
Rp.
Rp. 10.000,­
Rp. 8.000,-

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

Rp. 15.818.600.­
Rp.15.818.645.-
Rp. 45,-

Rp.15.818.600.­
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3. Surat berharga dan bagian kas yang diizinkan :
SPMlSP2DIWeseVCekiSaido Bank

JUMLAH (1+2+3)
Selisih : Pembulatan Rp. 45.-

=
=
=
=2. Keping uang logam Rp.1.000.­

Keping uang logam Rp. 500,­
Keping uang logam Rp. 200.­
Keping uang logam Rp. 100,-

2. Saldo Uang menurut Buku Kas Umum berjumlah
3. Perbedaan lebih antara Saldo Kas Saldo Buku berjumlah
4. Penjelasan Selisih : Pembulatan 45,-
Adapun uang kertas dan uang logam sebagai berikut :
1. Lembaran uang kertas Rp. 100.000,- = 158
Lembaran uang kertas Rp. 50.000.- = 0
Lembaran uang kertas Rp. 20.000,- = 0
Lembaran uang kertas Rp. 10.000,- = 1
Lembaran uang kertas Rp. 2.000,- = 4

Jumlah

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan
dibawah ini :

N a m a H.Sunarto,SH,MH
NIP 195805051978031002
Jabatan Ketua Tim Pemeriksa PTA Jakarta

Sesuai dengan surat Tugas Pemeriksaan 10121KPTA.w9-AlST.PW1.1NI2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan ini
melakukan pemeriksaan langsung kepada :

N a m a Aprillnda Ramadhina,SE
NIP 198904212019032012
Jabatan Bendahara Pengeluaran

Pengadilan Agama Jakarta Utara
Berclasarkan pemeriksaan kas untuk DIPA-005.01.2.40062212024 tanggal 28 Mei 2024, kami temukan kenyataan
sebagai berikut :
1. Jumlah uang yang dihitung dihadapan Pejabat tersebut adalah:

a. Uang Kertas Bank, Uang Logam
b. SPMUI SPM dan alat pembayaran lain yang diizinkan
c. Saldo Bank
d. Materai, Perangko yang diizinkan
e. Surat berharga yang diizinkan

BERITAACARA PEMERIKSAANKAS

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
JI.Radin Inten II No.3,Duren Sawit, Jakarta Timur-13440

Telp./ Fax: 02186902313/ 86902314
Website: pta-jakarta.go.id E-mail: ptajakarta2007@yahoo.co.id
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Jakarta Utara

2. Anggota Tim Pemeriksa

YUlltaF~
NIP. 198307222009042007

1. Ketua Tim Pemeriksa

Q~
NIP. 195805051978031002

r:
Dr. Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H.
NIP. 19681002.199403.1.004

Pemegang Kas
Bendahara Pengeluaran,

(je~
Aprilinda Ramadhina, SE
NIP. 198904212019032012

Demikian berita aeara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rp. 25.320.600,­
Rp. 25.670.800,-

200,-Rp.Jumlah

Rp. 350.000,­
Rp.
Rp.
Rp. 200,-
Rp.

Jumlah
Keping
Keping
Keping
Keping

o
o
1
o

Rp. 300.000,­
Rp. 50.000,­
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp.-

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

Rp. 350.200,­
Rp.350.287,­
Rp.87,-

. Rp.350.200,­
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3. Surat berharga dan bagian kas yang diizinkan :
SPM/SP2DIWeseVCeklSaldo Bank

JUMLAH (1+2+3)
Selisih : Pembulatan Rp. 87,-

=
=
=
=1.Keping uang logam Rp.1.000,­

Keping uang logam Rp. 500,­
Keping uang logam Rp. 200,­
Keping uang logam Rp. 100,-

2. Saldo Uang menurut Buku Kas Umum be~umlah
3. Perbedaan lebih antara Saldo Kas Saldo Buku be~umlah
4. Penjelasan Selisih : Pembulatan Rp.87-
Adapun uang kertas dan uang logam sebagai berikut :
1.Lembaran uang kertas Rp. 100.000,- = 3
Lembaran uang kertas Rp. 50.000,- = 1
Lembaran uang kertas Rp. 20.000,- = 0
Lembaran uang kertas Rp. 10.000,- = 0
Lembaran uang kertas Rp. 5.000,- = 0
Lembaran uang kertas Rp. 1.000,- = 0

Jumlah

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan
dibawah ini :

N a m a H.Sunarto,SH,MH
NIP 195805051978031002
Jabatan Ketua Tim Pemeriksa PTA Jakarta

Sesuai dengan surat Tugas Pemeriksaan 10121KPTA.W9-AlST.PW1.1NI2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan ini
melakukan pemeriksaan langsung kepada :

N a m a Aprillnda Ramadhina,SE
NIP 198904212019032012
Jabatan Bendahara Pengeluaran

Pengadilan Agama Jakarta Utara
Berdasarkan pemeriksaan kas untuk DIPA-005.01.2.400623/2024 tanggal 28 Mei 2024, kami temukan kenyataan
sebagaiberikut:
1. Jumlah' uang yang dihitung dihadapan Pejabat tersebut adalah:

a. Uang Kertas Bank, Uang Logam
b. SPMUI SPM dan alat pembayaran lain yang diizinkan
C. Saldo Bank
d. Materai, Perangko yang diizinkan
e. Surat berharga yang diizinkan

BERITA ACARA PEMERIKSAANKAS

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
JI.Radin Inten II No.3,Duren Sawit, Jakarta Timur-13440

Telp./ Fax: 021 86902313/ 86902314
Website: pta-jakarta.go.id E-mail: ptajakarta2007@yahoo.co.id
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Sural ljin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

I. Barang Milik Negara tersebut digunakan menunjang Tugas dan Fungsi sebagai
PPNPN/Pramubakti

2. Kuasa Pengguna Barang menyerahkan barang yang akan digunakan kepada
Pemegang/ Pengguna dengan membuat BAST.

3. Pemegang! Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan mernelihara
sebaik-baiknya

4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka
Pengguna wajib mengganti sesuai Ketentuan yang berlaku

5. Apabila Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara pensiun, atau pindah ke
Satuan Kerja lain, maka Barang Milik Negara yang digunakan wajib
dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan membuat Berita Acara
Pengembalian BMN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

No K0 d e Barang Nama NUP Merk! Tahun Kondisi KeteranganSarang Type Perolehan
1. - HPAndroid 01 Samsung 2022 Baik Charger

Galaxy
A03S

Sebagai Pemegang dan Pengguna Barang Milik Negara berupa ;

PPNPN/Pramubakti
Pengadilan Agama Jakarta Utara

Muhammad Syafrudy, S.Kom.Nama
NIP.
Jabatan
Unit Kerja

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja PengadiJan Agama Jakarta
Utara, memberikan ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

SURAT lJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA

II. Raya Plum pang Semper No.5, Koja, Jakarta Utara

PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA



Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

I. Barang Milik Negara tersebut digunakan menunjang kegiatan pelayanan,
2. Kuasa Pengguna Barang menyerahkan barang yang akan digunakan kepada

Pemegang/ Pengguna dengan mernbuat BAST.
3. Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara

sebaik-baiknya
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka

Pengguna wajib mengganti sesuai Ketentuan yang berlaku
5. Apabila Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara pensiun, atau pindah ke

Satuan Kerja lain, maka Barang Milik Negara yang digunakan wajib
dikembalikan rnelalui Kuasa Pengguna Barang dengan membuat Berita Acara
Pengembalian BMN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

No K 0 d e Barang
Nama

NUP
Merkl Tahun

KondlsiBarang Type Perolehan
Keterangan

1. 3.03.02.06.999 Alat Bantu 2 Vikacare 2022 Baik -
Dengar

Sebagai Pemegang dan Pengguna Barang Milik Negara berupa j

PPNPN/Pramubakti
Pengadilan Agama Jakarta Utara

Aroyaoi Jasid, S.E.Nama
NIP.
Jabatan
Unit Kerja

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta
Utara, memberikan ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

SURAT lJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

JI. Raya Plum pang Semper No.5. Koja, Jakarta Utara
Telp. 021- 43934701 Fax: 021 - 43800421

~~i)81te : www.pa-jakartautara.go.id. e-mail: redaks~@pa-jakartautara·20.id

PENGADlLAN AGAMA KELAS I.AJAKARTA UTARA



2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang Tugas dan Fungsi sebagai Sekretaris;
b. Wajib menjaga dan memeJihara BMN tersebut denga sebaik-baiknya;
c. Jika terjadi kehilangan/ Kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian

PIHAK KEDUA , maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai ketentuan yang
berlaku;

d. Apabila Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara pensiun, atau pindah ke
Satuan Kerja Jain, maka Barang Milik Negara yang digunakan wajib

No Ko d e Barang Nama
NUP Merkl Tahun Kondisi KeteranganBarang Type Perolehan

1. 3.03.02.06.999 Alat Bantu 2 Vikacare 2022 Baik -
Dengar

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada
PIHAK KEDUA berupa ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk mclakukan Serah-Terima Barang
Milik Negara untuk digunakan kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/ Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 181 tahun 2016, tentang Penatausahaan Barang

Milik Negara
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor I

tahun 2017, tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl

Jabatan PPNPN/PramubaJ..1i
Dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Pemegang/ Pengguna Barang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Aroyani Jasid, S.E.II. Nama
NIP.

Pada hari ini, Semi, tanggal Dua bulan Junuari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama Drs. Safc'i Agustian

NIP. : 19680813 199403 1 002
Jabatan : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

Oalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

BERITA ACARA SERA" TERIMA
Nomor: W9-A51 257 IPL.0611J2023

JI. Raya Plumpang Semper No.5, Koja, Jakarta Utara
Telp. 021- 43934701 Fax: 021- 43800421

~1'£};,lB1te: www.pa-jakartautara.go.id, e-mail: redaksi@pa-jakartautara.go.id

PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA



Drs. Safc'i Ag stian
NIP. 1968081 199403 1 002

" ,,:

_' ~.', '

Yang MenerimaPlrDUA
Aroyani Jasid, S.E.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan
sebagairnana mestinya.

dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan membuat Berita Acara
Pengembalian BMN

·,,~~ll.i./..,f~ PENGADlLAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA
~ ~ E JI.Raya Plumpang Semper No.5, Koja, Jakarta Utara
U Telp. 021-43934701 Fax: 021-43800421

~~Blte : www.pa-jakartautara.go.ld, e-mail: redaksi@pa-jakartautara.go.id



'Qrs..Safe'i Agus lao.
NIP;'19~80813 994031002

. 2023

Sural ljin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

I. Barang Milik Negara tersebut digunakan menunujang Tugas dan Fungsi sebagai
PPNPN.

2. Kuasa Pengguna Barang menyerahkan barang yang akan digunakan kepada
Pemegang/ Pengguna dengan membuat BAST.

3. Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara
sebaik-baiknya

4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka
Pengguna wajib mengganti sesuai Ketentuan yang berlaku

5. Apabila Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara berhenti atau di berhentikan,
maka Barang Milik Negara yang digunakan wajib dikembalikan melalui Kuasa
Pengguna Barang dengan membuat Berita Acara Pengembalian BMN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

No

Nopo!. B
6295 UQQ

Baik2008HONDA
Supra-X
New
CWINF
125 TRF

KctcrangaoKondisiTabuo

7
Perolehan

Kendaraan Dinas
Roda-2

Kod e Merkl
Nama Barang NUP TypeBarang

1. 3.02.01.04.001

Sebagai Pemegang dan Pengguna Barang Milik Negara berupa ;

PPNPN.
Pengadilan Agama Jakarta Utara

Abdullah, S.HNama
NIP.
Jabatan
Unit Kerja

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta
Utara, memberikan ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

SURA T IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

. ~ ~ .4.J_"3'$~\PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA
~ • E )1. Raya Plumpang Semper No.5, Koja, Jakarta Utara
U Telp. 021-43934701 Fax: 021- 43800421

~~rnte : www.pa-jakartautara.go.Id, e-mail ;redaksi@pa-jakartautara.go.id



2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
I. BMN tersebut digunakan untuk menunjang Tugas dan Fungsi sebagai Panitera

PPNPN;
2. Wajib menjaga dan memelihara BMN terse but denga sebaik-baiknya;

No. Kode Nama Barang NUP. Mcrkl Tabuo Koodisi KetcraogaoBarana Type Perolehan
1. 3.02.01.04.001 Kendaraan 7 HONDA 2008 Baik Nopol. B 6295

Dinas Roda-2 Supra-X UQQ
New
CWINF
125 TRF

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada
PlHAK KEDUA berupa ;

PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk melakukan Serah-Terirna Barang
Milik Negara untuk digunakan kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah

2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 181 tahun 2016, tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara

3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl nomor 1
tahun 2017, tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung RI

Berdasarkan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pernegang/ Pengguna Barang, selanjutnya
disebut sebagai PlHAK KEDUA

PPNPN

Abdullah, S.HII. Nama
NIP.
Jabatan

Jabatan Sekretaris
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

Drs. Safc'j Agustian.
19680813 199403 1 002

1. Nama
NIP.

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor: W9-A5! 333 1PL.061112023

· 't-~~M4.1.f .

~~~"'¢ PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA
~ • g JI. Raya Plumpang Semper No.5,Koja, Jakarta Utara
U Telp. 021- 43934701 Fax: 021-43800421

~~rnte :www.pa-jakartautara.go.ld, e-mail: redaksi@pa-jakartautara.go.id
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Drs>Safc~iAgu tian.
Nip~·j96808i3"·99403 1 002

",_ r"

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

3. Jika terjadi kehilanganJ Kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian
PI/IAK KEDUA, rnaka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai ketentuan yang
berlaku;

4. Apabila Pemegang/ Pengguna Barang Milik Negara berhenti atau di berhentikan,
maka Barang Milik Negara yang digunakan wajib dikembalikan melalui Kuasa
Pengguna Barang dengan membuat Berita Acara Pengernbalian BMN

",~~I!AJ.,.9:$;., PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA
t.: • f! JI.Raya Plumpang Semper No.5, Koja, Jakarta Utara
.U Telp. 021-43934701 Fax: 021- 43800421
~~mte : www.pa-jakartautara.go.id, e-mail: redaksi@pa-jakartautara.go.id
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a. b:ahw~dalam fangka peningu!WI pelak5~lllilla kololi pemerintah
YXlOb;tikdMIpetloi~!an~pclaksan;untugudanfuno5Ipada
Pengaoilan Agami! JIIQrulII,r' maka peflu8danya peogawas.all dan
e~a~s pellk$ltINflll,lQM edmiMlrlsiperadilln;

I). ballwO ul'\llAl malIIlwItan pefIQllWlun I6aebul petIo dilu/'Ifllk
~PenQawa~lldllnHaklmPenglwaste'S1.l8ldefl93l'lbidang

P'''''~
to UndIlnQ-U<'1d1lllg Hornor 48 hnun 2009 tentaog KekuMain-,
2. Undang-Ul'ldllf'g 1;omor 14 Talwn 1985 tCl'lIil09M&humall Aguog

~ng INII dluDahdeng.n Uo6ang-unolng Nomor:; Tehul'l2004 cen
UIlU4t'Ig·u/lldangNofncr3T&nun 2009;

J. Utldatlg..uncangNOITIO(7 lahWlI989lenllng PeradilanAg'ma y~g
tellIh diubWI dengan lkldang-ilne.ngNOITIOr50 Tahun :lOO9;

4. ~1UUl1 Mllhklmah Agung RepuDlikl/KIOtlflla Nornor
OQt/SI(Jll/1ggtlonUlng PoIa f'emblnaan dan f>e~odal<lln
AdmInl:!IIIHl~kauIPcflldibnAglllna;

5. KepuluAn KeWaM~ AounII Rl Hornor; KMNOO6ISKlI1I1I9\H
lenLang Pertgli-..n dan €vllloASl AIU HnII ~ng_'noo 0IIth
P~""'nTingkatBoVJ:IInglUlnPengaaunTingk.lIPert.vna:

6, K~lU~ Kelu.:a M:It\kam.ah i\QufI(I Rt NOO1lOI
KtM.I06OtSIVVIIll2006 tenUiflog f'Qdomao Pelak$lnaan Pengllwaun III

lin~LMI1I:l"II.Peradllan:
7. 1<aputt.'Hn Kelua M~ AQurloRINcmot: KMAJOOOISKIXnOOO

tentang TIIl'IQ!IUI"I1l .awab Pengldilan TIngUl BInding d~
PltngadbllnflOkal~a*,-,,~wnPengll_n;

IS, Kepulusan K.etua t.\ahbmah Agung RI Nomot

Agu,tVlll 2001 lel\lang
Pclaksan!r.ll" Poogawilllln "
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~ETERANGANNO - " NAMA;
, " >c"'" "' NIPINRP - ,C'", ~'~ABATAN .- ,"' ,

1 Dr. Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H. 196810021994031004 Ketua data tahun 2023
2 Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. 197110071998031003 Wakil Ketua v
3 Aday, S.Ag., M.H. 197406051999031003 Panitera v
4 Drs. H. Safe'l Agustian 196808131994031002 Sekretaris v

dokumen evaluasi
5 Dra.Hj. Rogayah, M.H. 196009241991032001 Hakim kinerja pegawai tdk

ada
6 Drs. Samoto, M.H. 196712251994031005 Hakim v
7 Drs. Saprudin, S.H. 196511101992031009 Hakim v
8 Drs. Amri, S.H., M.H. 196805171993031004 Hakim v
9 Hj. Shafwah, S.H., M.H. 195906141983032003 Hakim v
10 Drs. H.Syamsul Bahri, M.H. 196712311994031051 Hakim v
11 Drs. Ahd. Syarwani 196812291996031001 Hakim data tahun 2023
12 Drs. Muchammadun 196703021994031009 Hakim v
13 BustanuddinBahar, S.Ag. 196101201986031002 Hakim v
14 Mastanah,S.H. 196703071994032002 Panitera Muda Hukum v
15 NovaAsrul Lutfi, S.H. 197411101994031002 Panitera Muda Permohonan v
16 Hasan Bajuri, S.H.I., M.H. 198009242009041002 Panitera Muda Gugatan v

17 Najamudin, S.Ag., S.H., M.H. 197711082006041003 Kepala Sub Bagian Perencanaan, vTeknologi Informasi, dan Pelaporan

18 Hiram SulistioSibarani, S.Kom. 197704292011011005 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, vOrganisasi, dan Tata Laksana

19 Riska Mizalfi, S.Kom., M.H. 198402182009122003 Kepala Sub Bagian Umum dan vKeuangan
20 Moh. DudiWahyudi Kadang, S.H., M.H. 197506292002121004 Panitera Pengganti v
21 Tratna Dewy, SAT, S.H., M.H. 197107241994032004 Panitera Pengganti baru target
22 Rita Susanti, S.H. 197701262006042003 Panitera Pengganti v
23 Windarti, S.H. 196909181992032002 Panitera Pengganti v
24 Harriyono,S.H.I. 198010112011011007 Panitera Pengganti v
25 Patimah, S.Ag. 197303311999032002 Panitera Pengganti v
26 Muhammad Yunus, S.H.I. 197805162009121002 Panitera Pengganti v
27 Muhammad Thahir Guhir, S.H. 198211272009041005 Panitera Pengganti v
28 Ustiana Putri Utami, S.H., M.H. 198701082009042004 Panitera Pengganti v
29 Yosie Ahmad Diantoro, S.H. 198603082015031002 Panitera Pengganti baru target
30 Ady Zulkifli Amin, S.H. 199008292015031001 Panitera Pengganti v
31 Hernasari, S.H.I. 198507102011012023 Juru Sita v
32 Abdul Haris Rahmansyah, S.E. 198305242009121005 Juru Sita v
33 Andi Risman, S.E., M.H. 198505302009041005 Juru Sita v

34 Kerti RihmaningTias, S.E. 198410032011012010 Analis Pengelolaan KeuanganAPBN data tahun 2023Ahli Muda
35 Ade Husniati 197412121996032002 Juru Sita v
36 AgusWiyono, A.Md. 198508222009041001 JUTUSita v
37 Syamsuddin, S.H. 196801052003121001 JUTUSita v

38 Puspita Oktariandini Putri, S.Sos. 199510212019032008 Analis Surnber Daya ManusiaAparatur data tahun 2023
Ahli Pertama

39 Danang Eko Prayogo, S.Kom. 199512032020121004 Pranata KornputerAhli Pertama baru target

40 Aprilinda Ramadhina, S.E. 198904212019032012 Operator - Penata LayananOperasional baru target

41 Arif Rahman, S.H. 199206212020121004 Klerek - Analis Perkara Peradilan v

42 MawaddahWarahmah, S.H. 199711022024052001 Klerek - Analis Perkara Peradsan CPNS

43 Muhammad FarhanFuadi, S.H 199804302022031009 Klerek - Analis Perkara Peradilan baru target

44 NurulAmelia, S.H. 199302252022032006 Klerek - Analis Perkara Peradilan baru target

45 Assyafiq Anugrah Putra, S.H 199602182022031004 Klerek - Analis Perkara Peradilan baru target

46 Rahmi Pumama Melafi, S.H.! 199010032022032007 Klerek - Analis Perkara Peradilan baru target

47 Rizal Hakim, S.H. 199801042022031008 Klerek - Analis Perkara Peradilan data tahun 2023

48 Dena Mariani, S.H. 199612082022032012 Klerek - Analis Perkara Peradilan baru target

Upload SKP Triwulan I Tahun 2024 Pada Aplikasi SIKEP
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49 Nabila Hana Daffari, S.H 199708212022032008 Klerek - Analis Perkara Peradilan data tahun 2023

50 Fajar Wijanarko, S.Sy. 199405032022031008 Klerek - Analis Perkara Peradilan data tahun 2023

51 Achmad Syauqi Nugraha, S.H. 199609022022031009 Klerek - Analis Perkara Peradilan data tahun 2023

52 Tri Suratno, S.Kom. 199601102020121004 Pranata Komputer Ahli Pertama baru target

53 Anah Tasya, S.H. 199903182024052001 K1erek- Analis Perkara Peradilan CPNS

54 Anita Nuraeni Putri, S.H, 199610022024052001 Klerek - Analis Perkara Peradilan CPNS

55 Jaenudin 198310252009041006 Juru Sita baru target

56 Ririn Oktarina, A.Md.Ak. 199710202020122003 Klerek - PengolahData dan Informasi baru target

57 Dessi Pujiastutik,A.Md. 199212262022032010 Klerek - Pengelola Penanganan vPerkara,
58 Rahmie Hasfa, S.H.I., MA 198111112011012008 Juru Sita Pengganti data tahun 2023

evaluasi kinerja
59 Indah Permatasari, S.H. 198209262009122003 Juru Sita Pengganti pegawai blm dtd

ybs
60 Seriawan Pebriz, S.H. 198809142019031003 Juru Sita Pengganti baru target
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Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kehadirannya.

Kamis, 30 Mei 2024
Puku113.30WIB s.d Selesai
Ruang Sidang Umar Bin Khatab PengadilanAgama Jakarta Utara
1. Pembinaan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas

OaerahPengadilan Tinggi Agama Jakarta;
2. Eksposes Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Pembinaan dan

PengawasOaerah PengadilanTinggi Agama Jakarta.

HarilTanggal
Waktu
Tempat
Agenda

Sehubungan dengan dilaksanakannya Ekspos Hasil Pengawasan Hakim Tinggi
Pembinaan dan Pengawas Oaerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan ini dimohon
kehadiran Bapakllbu dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Yth. 1. Para Hakim
2. ASN
3. PPNPN
Pengadilan Agama Jakarta Utara

Ekspos Hasil Pengawasan
Hatibinwasda PTA Jakarta

Jakarta, 30 Mei 2024583/KPAW9-A5/UNO.PW1.1.1N/2024Nomor
Lampiran
Hal

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Jalan Raya P1umpangSemper NomorS. Tugu Selatan, Koja,KotaJakarta Utara, DKIJakarta 14260
www.pa-jakartautara.&o.id. pc:ngadilanagama.jalcut@gmaiLcom
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Pembinaan
Ekspos Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas
Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Kamis I 30 Mei 2024
Puku113.30 WIB s.d selesai
Ruang Sidang Umar Bin Khatab Pengadilan Agama Jakarta Utara

DAFTAR HADIR

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DlREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Jalan Raya Plumpang Semper NomoI"5, Tugu Selatan, Koja,Kola .Jakarta UtMB,DKIJakarta 14260
www.pa·jakartautara.go.id.peogadiJanagama.jakut@gmail.com
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NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

17 An rl:;fr1 'l\)L-I( 71e";, j7utii elf\) s. f.ff )Hlli_~:.:.--.-=---

18 MUff._( kltU{~ ~p rl/llllii~
~

19 Qd"~ ~~I 10 ~w -:;p
~AM~~ ~.

20 f1V\CJ C
21 ~o.[ t,uijb.~~' Af~ . 1. \

22 .~~ Of ~

23 ftf~ \ ~ \

I\~YAftll- 0- f- /4.
24 M :t(\~\-\~ ~vAO\ fW Q ?:1f2_
25 \jcb\\C1 l~ctnC\ 'C)c;,FfC4,,, fl.r~ $)
26 f\V\~ ~~";1~ LPN~ ApP ~

27 Wlt\do~' Pf ~Ii

28 ~\. ~, fp J?f
29 k;_r-f. P- 1\0.) Ark AV()Vt ~

30 1 01U1$"("1'h>.. Of

31 ~y~ t2iP f ~
32 ~a/LJV (l[aru (IA

~ /
33 ~ta,~ ft1 (->4
34

,
~RIU\l ~tI'v\ Arp

N'\- 'tbYlr. 0 I
35 tV~\\r Pf ~

36 U~~U'In~ rv pr - I(0 -.::::
~

37

38

39.



1. Pernbukaan oleh. Bapak .Dr. Drs. Muhammad Fauzi Ardi, sn, M.H. selaku Kefua

Pengadilan Agama Jakarta Utara

2. Rapat dilanjutkan dengan pengarahan darl Sapak H Sunarto, S.H., M.H. Hakim

TInggi Pembinaan dan Pengawas Daerah Pengadilan linggi Agama Jakarta:

1} Hasll Pengawasan Daerah untuk Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah baik

secara I<eseluruhan

2) Dalam .Bidang Manalernen

)- Perlu diperhatikan benfuklaporan hawasbld internal PengadilanAgama

Jakarta Utara: harus sesuai dengan lampiran buku 4.

» Perlu dltata ul~ng, kembali terkait penyusunan dokumen arslp rapat

.dlnas, dlberlkan pernbatas untuk klasifikasl rapat pan _daftar isl rapat
dalam pembatas tersebut.

3) _Admlnlsfrast Persldanqan.
~ ~etiap ada pergantlan majelis harus dimas'u'ka'n dalarn Berita Acara

Sidang balk.rnejells haklmataupunpanltera sldang dan diberlkan alasan

ksnapa ada peigantian lersebut.

» Perkara ceral talaklgugat belum diinput t.anggal penundaarmya.

» Perlu disosialisasikan putusan dlsamakan templatenya dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

1. Pembinaan oleh Hakim TinggiPembinaan ·dan·Pengawas Daerah
Pengadllan TInggi Agama 'Jakarta;

, 2.-' Ekspos ~Hasil Penqawasan Hakim TIngQi Pembinaan dan
.; '. ,P.engawa_sD~erah pTA-Jakarta

Peserta Rapat .', Ketua, 'Wakil Ketua, Panltera.. Sekretaris para Hakim, para ASN, dan,
," para PPNPN' :

Jalannya Rapat ' : ' -,

Acara

Harl I Tanggal
Pukul

Tempat

Und~mgan RapatNomor : 583/KPA.W9-A5/UND,PW1.1 ;1N12024
Tanggal30 Mel 2024
Kamls I 30 Mei 2024

: "Pukul 13.30. WIB s.d selesai

Ruang Rapat Pimpinan PA Jakarta Utara

Dasar

NOTULA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK,INDONESIA
DIREKTORA't JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA'
. PENGADlLAN TINGGI AGAMA JAKARTA

:PE~GADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Ja4m Raya Plumpang Semper, Nomer 5, Tugu Selatan, Koja, Kota Jakarta Utara, DK!Jakarta 14260

www.pa-jilkartautara.go.id.pengadilanagamajaklit@gmail.com '



SULISTIO SIBARANI

~. Petugas yang menyetorkan uang panjar perkara harus ASN yang

memiliki NIP.

4) Administrasi Kepegawaian

~ Papan visual kepegawaian untuk dilakukan update data

5) Administrasi umum dan keuangan

~ Kendaraan roda 2 dalam BMN dilakukan penghapusan

}> OBR ruang mediasi ada data barang yang tldak sesuai

6) Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan

~ Oilakukan rapat secara keseluruhan setiap bagian terkait Indikator

Kinerja Utama

~ Website dilakukan update data

7) Bidang Pelayanan Publik

~ Papan mediator agar ditambah dan ditempatkan didepan, supaya

terbaca oleh para pihak

~ Oiperlukan metal detector

3. Pengarahan dari Bapak Ora. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. Hakim TInggi Pembinaan dan

Pengawas Oaerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :

1) Ada beberapa perkara terkait pergantian majelis dan panitera sidang yang

tidak dimasukan dalam Berita Acara Sidang

2) BAS tidak ada perbedaan narisinya, semua masih copy paste

3) Oibutuhkan perhatian pimpinan bahwa kasir tidak boleh pegang uang dan

penyetoran jangan pegawai honor tetapi harus PNS yang sudah ditunjuk

4. Pembinaan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Oaerah Pengadilan TInggi

Agama Jakarta sebagai Pedoman untuk memperbaiki kinerja lebih baik lagi.

5. Penutup




